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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKII.,AN RAIryAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daeratr

Kabupaten Musi Rawas telah diatur dalam Peraturan

Bupati Nomor 50 Tahun 2OLT tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan perwakilan Radiat Daerah Kabupaten Musi

Rawas;

bahwa dikarenakan adanya perubahan kelompok

kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati

Nomor 5O Tahun 2Ot7 perlu diadakan perubatran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

5O Tahun 2OtT tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Ratryat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

b.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqja di

sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 182 1);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pr'rsat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tasrbahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLT tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

5.

2.

3.

4.

6.

7.



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OOo

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

5sfagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201'7 Nomor

r067l;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun zOtT Nomor 3);

ll.Peraturan Bupati Nomor 5O Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi

Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2Ot7 Nomor 5O);

MEMUTUSKAN:

MenetAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5O Tahun 2Ol7 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2Ol7 Nomor 5O) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

,1



Pasal 3

(1) Dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah adalah realisasi

APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun €rnggaran yang

direncanakan yang dikurangi dengan belanja pegawai;

(2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah

Daerah;

(3) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dikelompokkan dalam

kemampuan keuangan daerah sedang.

2. Pasal 4 huruf g dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

g. Tunjangan Komunikasi [ntensif Pimpinan dan Anggota DPRD

diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang Representasi Ketua DPRD

yaitu Rp. 10.5OO.OOO,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5

(lima) kali dari uang Representasi Ketua DPRD yaitu Rp.1O.5OO.0OO,-

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggag
pada tangg*'!3 J't (aat / 2Ol8

BUPATI RAWAS,

H.H GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 crvoaet 2018

S DAERAH
KABU MUSI RAWAS,

H.

BERITA AERAH

YAD

TEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR


